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Prayitno, Dedi. Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Perkawinan Sirri Dengan Wali 
Muhakkam Pada Putusan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs. Skripsi. Tegal: Program 
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Sebuah pernikahan tanpa seizin wali maka hukum pernikahanya tidak sah atau 
batal, namun jika wali bagi mempelai wanita tidak dapat menjadi wali yang disebabkan 
kurangnya syarat sahnya menjadi wali, maka wali nasab berhak mewakilkan 
perwaliannya pada orang lain. Peran tokoh agama dalam konteks ini diwujudkan 
menjadi wali muhakkam yang dipercaya boleh (sah) menikahkan masyarakat 
sekitarnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis keabsahan perkawinan 
sirri dengan wali muhakkam pada Putusan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs dan 
mengetahui kedudukan anak dalam perkawinan sirri dengan wali muhakkam pada 
Putusan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian hukum 
normatif. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis 
data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pernikahan sirri dengan wali 
muhakkam antara Pemohon I dan Pemohon II pada putusan nomor 
130/Pdt.P/2019/PA.Bbs dinyatakan sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia. Wali muhakkam bernama Ust. H. Umar, seorang tokoh agama Islam dari 
Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, karena ayah kandung Pemohon 
II sudah meninggal dan tidak ada wali nasab lainnya lagi diperbolehkan menurut 
pendapat para ulama. Kedudukan anak dalam perkawinan sirri dengan wali Muhakkam 
pada putusan nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs adalah anak sah. Perkawinan sirri apabila 
dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai 
perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, 
sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini, 
menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti otentik tentang pernikahannya. Hal ini 
berarti perempuan dan anak sebagai akibat dari perkawinannya tidak memiliki 
perlindungan hukum yang dapat menimbulkan banyak masalah. Penyelesaian 
permasalahan yang ditimbulkan akibat perkawinan sirri dapat diselesaikan dengan 
diajukan permohonan penetapan perkawinan (Isbat Nikah) di Pengadilan Agama atau 
dengan mengajukan permohonan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak serperti 
pada perkara perkara Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs terkait dengan kedudukan anak. 
 




Prayitno, Dedi. Juridical Review of the Position of Sirri's Marriage Children with the 
Mayor of Muhakkam in Decision Number 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs. Skripsi. Tegal: Law 
Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019. 
A marriage without the guardian's permission then the marriage law is invalid 
or null, but if the guardian for the bride cannot be a guardian due to her lack of legal 
requirements to be a guardian, then the nasab trustee has the right to represent her 
guardianship to someone else. The role of religious leaders in this context is transformed 
into a trustee who is believed to be allowed to (legally) marry the surrounding 
community. 
This study aims to examine the legal validity of Sirri marriage with muhakkam 
guardians in Decision Number 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs and determine the position of 
children in Sirri marriage with muhakkam guardians in Decision Number 130/Pdt.P/ 
2019/PA.Bbs The type of research used is library research with a normative legal 
research approach. The main data source used in this research is secondary data with 
the method of collecting literature and document study data. The method of data 
analysis uses descriptive qualitative analysis. 
The results of this study can be concluded that Sirri marriage with guardian 
muhakkam between Petitioner I and Petitioner II in decision number 130/Pdt.P/2019/ 
PA.Bbs was declared valid. Based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 
Jo. Article 7 paragraph (3) letter (e) Compilation of Islamic Law in Indonesia. 
Muhakkam's guardian is named Ust. H. Umar, an Islamic religious leader from Gebang 
Village, Gebang District, Cirebon Regency, because the biological father of Petitioner 
II had died and no other religious guardians were allowed in the opinion of the scholars. 
The position of the child in the Sirri marriage with the guardian of Muhakkam in 
decision number 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs is a legitimate child. Sirri marriage when 
viewed in terms of state law shows a marriage that has no legal protection because it is 
not recorded by the Registrar of Marriage, so the couple does not have a marriage 
certificate. The absence of this marriage certificate, causes the couple to not have 
authentic evidence about the marriage. This means that women and children as a result 
of their marriages do not have legal protection which can cause many problems. 
Settlement of problems arising from Sirri marriages can be resolved by submitting an 
application for the determination of marriage (Isbat Nikah) in the Religious Court or by 
submitting a request for determination in the case of the Origin of the Child as in case 
No. 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs related to the position child. 
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 Ketika seseorang tidak memenuhi kriteria kita, bahkan jauh sekali, maka bukan 
berarti kita tidak bisa menyukainya. Tanyakanlah ke orang tua kita, nenek kakek 
kita, pernikahan mereka langgeng, justru karena tetap menyukai seseorang dengan 
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 Manusia memang bukan semuanya wali; tapi mungkin sejarah juga mengajari kita 
bahwa keadaan tak sempurna bukanlah dasar untuk terus-menerus menghalalkan 
kerakusan, keadaan tersebut justru untuk kesediaan ditegur, untuk mengerti rasa 
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A. Latar Belakang Masalah  
Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu jalan mulia untuk mengatur 
kehidupan rumah tangga dan keturunan serta saling mengenal antara satu dengan 
yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain itu, 
pernikahan merupakan institusi penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai 
sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai 
pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Melalui pernikahan 
akan menimbulkan beberapa konsekuensi. Maka dibuat aturan dan prosedur guna 
menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, 
prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah bahwa pernikahan 
harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan.2 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pencatatan perkawinan adalah sebagai 
berikut: 
                                                  
1 Mustofa, Analisis Hukum Perkawinan, Yogyakarta: Mitra Hukum Press, 2012, hlm. 12. 
2 Nurhaedi. Dadi, Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja), 
Yogyakarta: Saujana, 2003, hlm. 25. 
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6. Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan 
maupun pihak lainnya; 
7. Sebagai alat bukti, bagi anak-anaknya di kelak kemudian, apabila timbul 
sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri; 
8. Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi PNS.3  
Pada kenyataannya, dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang 
melakukan salah satu bentuk perkawinan yang disembunyikan dikenal dengan 
perkawinan sirri. Perkawinan sirri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-
sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang 
tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor 
Urusan Agama (KUA). Perkawinan sirri lazim disebut juga nikah di bawah tangan.4 
Dulu keberadaan dua orang saksi dipandangn sudah cukup, karena mobilitas 
manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik, meski dari 
perspektif hukum Islam tidak “pencatatan” tidak termasuk kategori syarat dan rukun 
nikah, namun pencatatan pernikahan merupakan bagian dari bentuk instrumen 
perlindungan negara terhadap warganya yang kelangsungkan perkawinan.  
Bab II Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tata caranya. Hal tersebut 
diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) yang 
menyebutkan, ”Agar  terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap  
                                                  
3 Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 64. 




perkawinan harus dicatat”. Begitu juga dalam Pasal 6 ayat (2) ditegaskan bahwa 
”Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak 
mempunyai kekuatan hukum”. 
Faktanya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak 
sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Sebagian masyarakat 
melangsungkan praktik perkawinan mengacu pada norma hukum Islam yang 
mengizinkan perkawinan sirri dan bukan hukum positif negara sebagai acuan 
otoritatif. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung 
diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Sehingga menimbulkan kerentanan, baik 
dari sisi nafkah, kepemilihan harta hingga perlindungan terhadap anak, meski 
belakangan keputusan Mahkamah Konstitusi telah mengakomodasi anak dari 
perkawinan sirri, namun karena prosesnya tidak mudah dalam hal pembuktian, 
maka, norma hukum baru tersebut dalam banyak kasus tidak dijadikan acuan oleh 
masyarakat.5 
Sejatinya, pernikahan merupakan suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau 
tindakan yang muncul akibat perkawinan adalah tindakan hukum yang mendapat 
perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka 
hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara 
hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte 
kelahiran anak seringkali terkendala, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, 
hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih 
banyak problem-problem lain. Kompleksitas masalah tersebut berdampak negatif 
                                                  
5 Ishak, Hamka, Putusan MK tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri, Bandung: Edukasia Press, 
2014, hlm. 3. 
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bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi dan anak akibat perkawinan 
tersebut, sementara pihak laki-laki tidak terbebani oleh tanggung jawab formal. 
Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan 
atau perkawinan, tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena 
memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi secara hukum. 
Kondisi ini membuat kerentanan bahkan penelantaran terhadap perempuan dan anak 
akibat dari perkawinan sirri tersebut.  
Menurut hukum Islam perkawinan sirri adalah sah dan istri berhak atas 
nafkah dari suami, hak mendapat warisan jika suami meninggal dan berhak 
mendapat bagian dari harta bersama jika terjadi perceraian. Sedangkan dari hukum 
positif Indonesia perkawinan sirri sah akan tetapi tidak mempunyai kekuatan 
hukum apabila tidak dicatatkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 
Apabila terjadi sesuatu dalam perkawinannya istri tidak dapat menuntut haknya 
secara hukum sebagaimana mestinya. Demikian juga dengan masalah anak yang 
dilahirkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 
42 menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 
akibat perkawinan yang sah”. Dengan begitu anak berhak mendapatkan nafkah, 
warisan dari orang tuanya.  
Selanjutnya Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdat dengan ibunya dan keluarga 
ibunya”. Sedangkan menurut hukum Islam anak yang dilahirkan dianggap sah serta 
berhak atas nafkah dan warisan dari orang tuanya. Menentukan sah atau tidaknya 
suatu perkawinan menurut hukum Islam dan positif harus berhati-hati menggunakan 
dalil syar’inya (Al Qur’an, Sunnah, Qiyas, dan sebagainya) maupun dalil-dalil 
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Qonunnya (peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia). Sebab sah 
atau tidaknya perkawinan akan membawa akibat hukum yang luas mengenai status 
anaknya, harta bersama selama perkawinan maupun status suami istri itu sendiri 
sehingga bisa berakibat fatal atau merugikan bagi pihak yang bersangkutan apabila 
salah dalam menerapkan dalil-dalil syari’inya maupun qonuninya. 
Sebuah pernikahan tanpa seizin wali maka hukum pernikahanya tidak sah 
atau batal, dan berhak untuk mendapatkan mahar bagi perempuan bila 
disetubuhinya, namun jika wali bagi mempelai wanita tidak dapat menjadi wali 
yang disebabkan kurangnya syarat sahnya menjadi wali, maka wali nasab berhak 
mewakilkan perwaliannya pada orang lain. Peran tokoh agama dalam konteks ini 
diwujudkan menjadi wali muhakkam yang dipercaya boleh (sah) menikahkan 
masyarakat sekitarnya. Padahal dalam undang-undang pernikahan Indonesia 
pengganti wali dalam pernikahan adalah wali hakim yang telah di angkat oleh 
negara, dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama. 
Perkara Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs merupakan perkara Asal Usul 
Anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Pada, tanggal 18 November 
2001, jam 16.00 Wib Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara Hukum 
Islam (Sirri) di Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi 
Jawa Barat dengan Pemohon II. Saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali 
muhakkam, sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama Wasrun bin Marto 
(Alm) dan Yasin (Alm). Dalam akad nikah antara pemohon I dan Pemohon II, ijab 
diucapkan oleh Ust. H. Umar (Alm) sudah meninggal pada tahun 2007 yang 
mewakili orang tua Pemohon II yang bernama Muhamad Sanimbar bin Kasnadi 
(Alm) sekaligus wali nikah pemohon II dan Pernikahan tersebut dilaksanakan 
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dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp : 50.000 (lima puluh Ribu Rupiah) 
dan dibayar tunai, serta tidak ada perjanjian perkawinan. Alasan pernikahan sirri 
tersebut yaitu Pemohon I pada saat itu masih beristri, Pemohon I dengan istri 
hubungannya sudah tidak harmonis, jadi Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan 
Pernikahan Sirri, dan atas dasar tersebut maka kedua orang tua Pemohon I dan 
Pemohon II mengarahkan agar cepat terlaksa pernikahanya. 
Selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup 
bersama dirumah orang tua Pemohon II hingga sekarang dan berjalan harmonis 
layaknya suami istri dan dalam keadaan Ba’da Ad dukhul serta telah dikaruniai 3 
orang anak yang bernama XXXXXX (perempuan), tempat tanggal lahir Brebes, 22 
September 2002 umur 17 (tujuh belas) tahun, XXXXXX (perempuan), tempat 
tanggal lahir Brebes, 03 November 2007 umur 11 (sebelas) tahun, dan XXXXXX 
(perempuan), tempat tanggal lahir Brebes, 14 Februari 2009 umur 10 (sepuluh) 
tahun, anak tersebut lahir pada saat Pernikahan Sirri secara hukum Islam. Karena 
Pemohon I dengan pemohon II pada saat itu hanya menikah secara hukum islam 
dan perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan 
Tanjung, Kabupaten Brebes. 
Seiring kompleksitas tantangan dan akibat perkawinan tanpa dicatatkan, 
baik bagi perempuan dan anak dari hasil perkawinan, maka perkawinan sirri 
tampaknya terus menjadi diskursus yang tak berujung. Satu sisi nikah sirri didorong 
oleh emosi keagamaan, dipihak lain negara tidak memberikan perlindungan 
maksimal jika perkawinan tanpa dicatatkan. Kondisi ini menjadikan perkawinan 
sirri terus dikaji. Adapun fokus dalam penelitian ini akan membahas terkait dengan 
keabsahan dan kedudukan anak dalam pernikahan sirri dengan wali muhakkam 
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dengan menetapkan judul “Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan 
Sirri Dengan Wali Muhakkam Pada Putusan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs.” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah 
yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana tinjauan yuridis keabsahan perkawinan sirri dengan wali muhakkam 
pada Putusan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs? 
2. Bagaimana kedudukan anak dalam perkawinan sirri dengan wali muhakkam 
pada Putusan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengkaji tinjauan yuridis keabsahan perkawinan sirri dengan wali 
muhakkam pada Putusan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs. 
2. Untuk mengetahui kedudukan anak dalam perkawinan sirri dengan wali 
muhakkam pada Putusan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Manfaat teoritis, dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu 
hukum dalam penerapan kebijakan dalam hukum perkawinan perkawinan sirri 
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terkait dengan keabsahan dan kedudukan anak serta dapat menambah literatur 
yang membahas tentang hukum dari pernikahan sirri dengan wali muhakkam. 
2. Manfaat praktis, masyarakat dapat memahami akan pentingnya pencatatan 
pernikahan demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap wanita/isterinya 
dan keturunannya. 
E. Tinjauan Pustaka  
Iftidah melakukan penelitian dengan judul “Pandangan Masyarakat Tentang 
Taukil Wali Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak”. Al-Ahwal, Vol. 9, No. 1, 
Juni 2016 M/1437 H. Tulisan ini bermula dari peristiwa yang terjadi di masyarakat 
Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang sebagian besar wali 
nasab memberikan hak perwaliannya kepada orang lain sebagai pengganti atas 
dirinya untuk menyelesaikan urusannya. Tulisan ini mengkaji sejauh mana 
pandangan masyarakat tentang taukil wali dalam akad nikah. Kemudian data akan 
dianalisis dari segi hukum Islam dan hukum positif.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa wali merupakan salah satu unsur 
penting dalam pernikahan. Posisi wali menentukan sah dan tidaknya pernikahan, 
sebab wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Namun 
mayoritas masyarakat di Desa Dempet Kabupaten Demak, mewakilkan hak 
perwaliannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Mereka tidak terbiasa 
menikahkan putrinya sendiri. Akibatnya perbuatan yang dilakukan wali nasab 
tersebut dianggap hal yang sah-sah saja. Artinya masyarakat Desa Dempet tidak 
melihat bahwa perbuatan yang dilakukannya itu sebagai sebuah bentuk 
pelanggaran, tetapi sebagai solusi terbaik bagi para wali yang tidak ada kemampuan 
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untuk mencoba menikahkan anaknya sendiri. Hal ini terjadi karena beberapa alasan 
seperti ketidakmampuan wali mengucapkan lafal akad nikah, kurangnya 
pengetahuan wali sehingga mewakilkan kepada orang yang lebih paham tentang 
agama, bahkan ada juga yang karena ta’im kepada Kiai. Peristiwa taukil wali di 
Desa Dempet secara normatif hukumnya adalah boleh, sebab yang dilakukan telah 
memberikan manfaat terhadap sesama manusia karena dengan adanya taukil wali 
nikah telah membantu memudahkan urusan sesama manusia dan sebagai bentuk 
tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tulisan ini mendeskripsikan 
tentang masalah taukil wali nikah secara hukum Islam dan hukum Positif. 
Penelitian tentang perkawinan sirri telah dilakukan oleh Irfan Islami dengan 
judul “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya.” ADIL: 
Jurnal Hukum Vol. 8, No. 1, Juli 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dan menganalisis fenomena perkawinan sirri di Jakarta khususnya dan berbagai 
permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat praktik kawin sirri. Target yang 
hendak dicapai dalam penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam 
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa fenomena perkawinan sirri di Indonesia 
saat ini masih terbilang banyak, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, 
baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah dan 
bahkan ke atas. Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 
ayat (1) menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat (2) disebutkan, 
Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Setiap 
perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang 
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dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 
(PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI, dan 
bagi non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil. Tujuan pencatatan perkawinan adalah 
untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun 
isteri) sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya ikatan perkawinan, yang 
menyangkut harta benda, warisan, asuh anak, nafkah, dan sebagainya. Sahnya 
perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), 
bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan dengan prosesi perkawinan 
berdasarkan ajaran agama kedua mempelai yang telah memenuhi rukun dan syarat 
perkawinan. Adapun pencatatan perkawinan wajib adanya untuk mendapatkan 
kemaslahatan dalam berumah tangga, oleh karena itu negara berhak mengaturnya 
dalam suatu aturan yang tegas.  
A’isyah, S. & Silvia Airin (2019) “Pernikahan Dengan Wali Muhakkam 
Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”, Intaj: Jurnal Penelitian Ilmiah, Volume 
2, Nomor 02. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif 
kualitatif. Penelitian ini berlokasi di beberapa Kampus di Kota Malang.Subjek dari 
penelitian ini adalah suami, istri dan wali muhakkam. Objek penelitian ini praktik 
pernikahan dengan wali muhakkam. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah dokumentasi dan wawancara. Yang menjadi data ini ialah praktik pernikahan 
dengan menggunakan wali muhakkam, adapun sumber data adalah informan yaitu 
suami istri yang melakukan pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Praktik pernikahan dengan 
menggunakan wali muhakkam di kalangan mahasiswa ini dengan cara mengangkat 
orang yang dianggap mengerti tentang hukum-hukum menjadi wali dalam 
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pernikahan. Motivasi para mahasiswa menikah menggunakan wali muhakkam yang 
paling inti adalah menghindari dosa besar dari perzinahan dan dampak dari 
pernikahan wali muhakkam adalah tidak ada, hanya saja dampak moral sosial 
karena ketidak fahaman masyarakat bahwa mereka sudah melangsungkan 
pernikahan.Pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam ini dalam rangka 
hifdzud din karena menjaga diri dari perbuatan zina untuk menyelamatkan agama 
seseorang yang merupakan kategori tertinggi menurut maqoshid asy-syari’ah. 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library 
research) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, penelitian ini 
menggunakan data sekunder, sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran 
dokumen. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan karena sumber data 
utamanya berasal dari dokumen, seperti undang-undang, putusan dan lainnya sesuai 
dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini yaitu terkait dengan keabsahan 
dan kedudukan anak dalam perkawinan sirri dengan wali muhakkam.  
 
2. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang 
mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika 
hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan 
penelitian perbandingan hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji studi dokumen, menggunakan 
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berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan 
pendapat para sarjana. Penelitian normatif bermaksud menjelaskan data yang ada 
dengan kata-kata atau pernyataan, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, 
penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi 
hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.6 
3. Sumber Data  
Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berisi 
segala peraturan yang mengatur tentang kewenangan pengadilan negeri dalam 
penyelesaian perkara perdata, dalam hal ini difokuskan pada peraturan perundang-
undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari atas dasar bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Maka sumber dan jenis bahan 
penelitian yang digunakan dalam bahan penelitian ini, meliputi: 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 
mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer 
seperti: Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan 
hukum primer dan sifatnya tidak mengikat. Contohnya, hasil-hasil penelitian 
hukum, literature (buku-buku ilmiah) hukum resmi maupun tidak resmi 
diterbitkan, jurnal, media massa, dan makalah-makalah. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi bahan hukum 
primer dan sekunder. Contohnya ialah ensiklopedia, kamus hukum. 
                                                  
6 Fajar ND, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153. 
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4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya 
dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang 
diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun 
metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi 
kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk 
mendapatkan keterangan serta menggambarkan mengenai sebab-sebab terjadinya 
sesuatu atau beberapa gejala atau fenomena yang diperoleh melalui penelusuran 
sumber-sumber pustaka.7  
5. Metode Analisis Data  
Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif yang bersifat deskriptif analitik yaitu berusaha menggambarkan 
dan menjelaskan terhadap sumber-sumber hukum yang dijadikan legitimasi 
terhadap pernikahan di bawah umur. Analisis deskriptif analitik ini dilakukan 
dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu 
analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh di lapangan disajikan 
dalam bentuk narasi.8  
Proses analisis datanya menggunakan tiga proses yang saling berhubungan 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data meliputi 
seleksi dan pemadatan data, catatan di ringkas dan disederhanakan. Data-data 
tersebut ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi dan diringkas menggunakan 
                                                  
7 Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 13. 
8 Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, Analisis data Kualitatif, Alih Bahasa Tjeptjep 
Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992, hlm. 16-19. 
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teknik penalaran secara induktif dengan cara berpikir yang berangkat dari fakta-
fakta yang khusus kemudian ditasik kegeneralisasi yang bersifat umum. Langkah 
selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data, mencakup proses pemaknaan 
dan penafsiran data yang terkumpul untuk mendeskripsikan tinjauan yuridis 
kedudukan anak dalam perkawinan sirri dengan wali muhakkam pada putusan 
nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi memuat urut-urutan penulisan penelitian 
dalam skripsi. Penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual, dalam bab ini dikemukakan teori-teori terkait 
masalah penelitian, yaitu mengenai tinjauan tentang perkawinan, tinjauan 
tentang perkawinan sirri, dan tinjauan tentang wali nikah.  
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hal ini akan dijelaskan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis keabsahan 
perkawinan sirri dengan wali muhakkam pada putusan nomor 130/Pdt.P/ 
2019/PA.Bbs dan kedudukan anak dalam perkawinan sirri dengan wali 
muhakkam pada putusan nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs 
Bab IV Penutup, terdiri atas simpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan 






A. Tinjauan tentang Perkawinan  
1. Pengertian Perkawinan  
Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berati 
membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau 
bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah, menurut bahasa berarti mengumpulkan, 
saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.9 Sedangkan menurut Sayid Sabiq, 
perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, 
baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.10 Perkawinan dalam undang-undang ini 
diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat atau miitsaaqan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah. Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum 
Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria 
calon suaminya. Jadi menurut Hukum Islam perkawinan adalah perikatan antara 
wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan 
antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai di maksud dalam  
                                                  
9  Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hlm. 8. 
10  Ibid, hlm. 10. 
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Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Hukum 
Kristen kata ’wali’ berarti bukan saja bapak tetapi juga ‘datuk’ (embah), saudara-
saudara pria, anak-anak pria, saudara bapak yang pria (paman), anak-anak pria dari 
paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (patrilineal) yang beragama 
Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula 
perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.11 
2. Tujuan Perkawinan  
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah 
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling 
membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan 
kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan perkawinan 
adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 
rahmah. Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, bagi orang 
Islam perkawinan diartikan sebagai berikut: 
a. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup 
manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara 
terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang 
terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lain.  
                                                  




b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana 
dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal 
dengan disertai rasa kasih sayang antara suami isteri. 
c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh 
keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam 
keluarga dan keturunanya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih. 
d. Dengan terjadinya perkawinan maka timbulah sebuah keluarga yang merupakan 
inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat di harapkan suatu kehidupan 
masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai. 
e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuanketentuan yang telah 
diatur dalam Al Quran dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah 
bagi orang Islam.12 
Menurut Hukum Islam yang menjadi tujuan perkawinan adalah menurut 
perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan 
mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawian menurut 
hukum islam adalah untuk menegakkan hukum agama, untuk mendapatkan 
keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga 
yang damai damai dan teratur. Rumusan tujuan perkawinan, antara lain: 
a. Menghalalkan hubungan kelamin, memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan. 
b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. 
c. Memperoleh keturunan yang sah.13  
                                                  
12  Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: 
Liberty, 2007, hlm. 4. 
13  Ibid. hlm. 12. 
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Jadi tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat 
tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 
mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, 
untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti 
ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syariah. Tujuan perkawinan membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 
3. Hukum Perkawinan di Indonesia 
Keadaan hukum perdata di Indonesia pada masa penjajahan masih bersifat 
pluralistik. Dikatakan pluralistik karena hukum yang berlaku di Indonesia berbeda-
beda dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hal ini dikarenakan 
pada saat itu terjadi penggolongan penduduk di Indonesia, hal tersebut berdasarkan 
pada Pasal 131 IS dan Pasal 163 IS. Hukum Perkawinan yang termasuk ke dalam 
bagian hukum perdata juga bersifat pluralistik dan didasarkan pada pembagian 
golongan penduduk. Hukum-hukum perkawinan yang berlaku pada saat itu adalah: 
a.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) yang berlaku bagi 
golongan Eropa. 
b. Perkawinan bagi golongan Timur Asing keturunan Tionghoa berlaku hukum 
perkawinan sebagai mana diatur di dalam KUHPerdata kecuali bagian kedua 
dan bagian ketiga title IV. 
c. Hukum adat masing-masing bagi golongan Timur Asing non Tioanghoa. 
d. Hukum Islam dan hukum adat bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam. 
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e. Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (HOCI) Staatsblad 1933 Nomor 
1974 bagi golongan Bumiputera yang tinggal di Jawa, Minahasa dan Ambon 
beragama Kristen. 
f. Regeling op de Gemengde Huwejliken (GHR) Staatsblad 1898 Nomor 158 bagi 
mereka yang melakukan perkawinan campuran.14 
Setelah merdeka dan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 maka 
peraturan-peraturan di atas sudah tidak berlaku lagi karena peraturan tersebut sudah 
tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia sekarang  
ini, dimana bangsa Indonesia saat ini sudah tidak lagi mengenal adanya 
penggolongan penduduk seperti yang tercantum pada Pasal 163 IS. Maka dari itu 
Indonesia melakukan unifikasi hukum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 
dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah “pernikahan yaitu akad 
yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah”. Tujuan perkawinan dalam hukum Islam 
tidak terlepas dari pernyataan al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. 
Tujuan perkawinan dapat kita lihat dalam surat QS ar-Rum (30): 21 yang artinya 
”di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Dia menciptakan isteri-
isteri bagi laki-laki dari jenis mereka sendiri agar mereka merasa tentram. Kemudian 
Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka” 
(QS ar-Rum; 30:21). 
                                                  
14 Subekti, Wienarsih Imam & Mahdi, Sri Soesilowati, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan 
Perdata Barat, Jakarta: Gitama Jaya, 2005, hlm. 27. 
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Tujuan perkawinan di atas tercermin dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi 
Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut: 
a. Perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal (Pasal 1); 
b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan 
kepercayaanya itu (Pasal 2 ayat (1)); 
c. Perkawinan harus dicatat menurut hukum perundangan (Pasal 2 ayat (2)); 
d. Perkawinan berasas monogami terbuka (Pasal 3); 
e. Calon suami isteri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan 
perkawinan (Pasal 6); 
f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi 
wanita16 tahun (Pasal 7 ayat (1)); 
g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan (Pasal 39); 
h. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang (Pasal 31 ayat (1)). 
Syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut: 
a.  Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai; 
b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 ( dua 
puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua; 
c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, makaizin dimaksud pada ayat 
(2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang 
tua yang mampu menyatakan kehendak; 
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d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang 
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 
menyatakan kehendaknya; 
e. dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam 
ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara 
mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum 
tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan 
orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-
orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini; 
f. ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan 
tidak menentukan lain.15 
Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, 
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaanya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum  
perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib 
aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. 
Kata hukum masing-masing agamanya yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua 
calon mempelai/keluarganya.16 
                                                  
15  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6. 
16  Hadikusuma, Hilman. Op Cit. hlm. 25. 
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Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan sahnya perkawianan menurut hukum agama di Indonesia bersifat sangat 
menentukan. Apabila perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya berarti 
perkawinan itu tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di pengadilan atau Kantor 
catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti 
tidak sah. Sedangkan perkawinan yang sah menurut Hukum Agama Islam adalah: 
a. Perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid 
ataupun di kantor agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah; 
b. Ucapan ijab dan kabul harus terdengar dihadapan majelis dan jelas didengar oleh 
dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah; 
c. Harus ada wali dari calon mempelai; 
d. Wali harus beragama Islam, sudah dewasa, berakal sehat dan berlaku adil; 
e. Akad nikah harus dilaksanakan dengan lisan, tidak boleh dengan tulisan saja. 
Dalam perkawinan antar agama yaitu perkawinan antara seorang muslim 
dengan seorang yang bukan muslim, hukum Islam mengatur sebagai berikut: 
a. Bagi seorang pria muslim boleh kawin dengan seorang wanita bukan muslim, 
tetapi hanya dikhususkan wanita yang mempunyai kitab suci selain kitab suci  
Al-Quran, yang diakui oleh Allah (Al-Quran S. Al-Maidah ayat 5). Sedangkan 
perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita non muslim lainnya tetap 
dilarang.  
“Dan (dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga 
kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman dan 
perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang 




b. Bagi seorang wanita muslim dilarang kawin dengan pria non muslim tanpa 
adanya perkecualian (QS. Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Muntahanah ayat 10). 
”Janganlah kamu wahai pria-pria Muslim menikahi yakni menjalani ikatan 
perkawinan dengan perempuan-perempuan musyrik para penyembah berhala, 
sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Esa dan beriman pula kepada Nabi Muhammad saw. Sesungguhnya perempuan 
budak yakni yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, 
tetapi yang mukmin, lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia 
yakni perempuan-perempuan musyrik itu menarik hati kamu karena ia cantik, 
bangsawan, kaya dan lain-lain. Dan janganlah kamu wahai para wali, 
menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan 
perempuan-perempuan mukmin, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik 
daripada orang lelaki musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia 
gagah, bangsawan, atau kaya dan lain-lain” (QS. Al-Baqarah (2): 221) 
 
”Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu 
perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) 
mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah 
mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu 
kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka 
tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula 
bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah 
mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar 
kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali 
(perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta 
mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang 
telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara 
kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS Al-Mumtanah 
(60): 10) 
 
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilarang ialah: 
a. Berhubungan darah dalam garis keturunanlurus ke bawah ataupun ke atas; 
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, 




c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri; 
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan 
bibi/paman susuan; 
e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, 
dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku 
dilarang kawin. 
Selanjutnya ditambah larangan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 yaitu seorang 
yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat kawin lagi, 
kecuali Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih 
dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak bersangkutan (Pasal 9 jo Pasal 3 
ayat (2)) dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat 
tinggal (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Suami dan isteri yang telah 
cerai kawin lagi satu dan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka 
diantara mereka tidak boleh melakukan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan 
lain (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) 
B. Tinjauan tentang Perkawinan Sirri 
1. Pengertian Perkawinan Sirri 
Kata sirri berasal dari kata assiru yang mempunyai arti “rahasia”. Dalam 
terminologi Fiqh Maliki, perkawinan sirri yaitu perkawinan atas pesan keluarga 
setempat. Menurut terminologi ini, perkawinan sirri adalah tidak sah, sebab nikah 
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sirri selain dapat mengandung fitnah, tuhmah, dan su’udhon.17 Perkawinan sirri 
dilakukan tentu ada sebab (menghindari ketahuan istri). Menurut ”hukum Islam”, 
kalau perkawinan itu sudah memenuhi rukun perkawinan, seperti wali, ijab kabul, 
dan tidak ada halangan menurut agama, seperti bukan muhrim atau lainnya, maka 
perkawinan tersebut sudah sah. Akan tetapi, karena dilakukan tidak disaksikan oleh 
petugas pemerintah (Pegawai KUA), maka perkawinan itu melanggar Undang-
Undang Perkawinan. Baik yang mengawinkan ataupun yang menikah dapat dituntut 
ke muka Pengadilan atas pelanggarannya, dan diancam hukuman denda setinggi-
tingginya Rp 7.500,- (Pasal 45 Ayat (1) a, Peraturan Pemerintah No. 9/1975).18 
Perkawinan sirri sah secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak 
diumumkan pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam 
lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang 
beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. 
Ada kerena faktor biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan. Ada 
juga disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai. 
Perkawinan sirri sah secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan 
pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga 
pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam 
dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Ada kerena faktor 
biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan. ada juga disebabkan karena 
takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai.19 
                                                  
17  Shodiq & Chaery, Sholahuddin, Kamus Istilah Agama: Menurut Berbagai Istilah Agama 
yang Bersumber dari Al-Quran, Hadits, dll., Jakarta: Sient Tarama, 1983, hlm. 871. 
18  Abdullah, Abdul Ghani, Himpunan Perundang-Undangan Dan Peradilan Agama, Jakarta: 
Intermasa, 1991, hlm. 99 
19  Muamar, Akhsin, Nikah Bawah Tangan, Depok: Qultum Media, 2005, hlm. 68-78. 
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Perkawinan sirri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga 
pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan Perkawinan di bawah tangan. 
Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut 
hukum negara. Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap Nikah liar, 
sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan 
hukum.20 Secara garis besar, definisi perkawinan sirri dibagi menjadi tiga bentuk 
yaitu, sebagai berikut:  
a. Perkawinan sirri diartikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan menurut 
ketentuan syari’at agama, bersifat interen keluarga, dan belum dilakukan 
pencatatan oleh PPN serta belum dilakukan resepsi pernikahan.  
b. Perkawinan sirri diartikan sebagai perkawinan yang telah memenuhi syari’at 
Islam dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan 
memperoleh akta nikah. 
c. Perkawinan sirri diartikan sebagai perkawinan hanya dilangsungkan menurut 
ketentuan syari’at Islam, karena terbentur dengan peraturan pemerintah.21 
Biasanya perkawinan sirri dilakukan karena dua pihak belum siap 
meresmikannya atau meramaikannya, namun dipihak lain untuk menjaga agar tidak 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang 
agama. Pendapat Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan perkawinan sirri 
adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan 
pernikahannya ke KUA. Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah balig dan 
                                                  
20  Mualy, Basith,  Panduan  Nikah  Sirri &  Akad Nikah, Surabaya: Quntum Media, 2011, hlm. 
12. 




berakal (dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon 
suaminya. Dia tidak hanya tergantung pada walinya saja. Lebih lanjut beliau 
menjelaskan wanita balig dan berakal juga diperbolehkan aqad nikah sendiri baik 
dalam kondisi perawan atau janda. 
Perkawinan sirri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak 
perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi 
tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Istilah 
perkawinan sirri atau perkawinan yang dirahasiakan memang sudah dikenal di 
kalangan para ulama. Hanya saja perkawinan sirri yang dikenal pada masa dahulu 
berbeda pengertiannya dengan perkawinan sirri pada saat ini. Dahulu yang 
dimaksud dengan perkawinan sirri yaitu perkawinan sesuai dengan rukun-rukun 
perkawinan dan syaratnya menurut syari‟at, hanya saja saksi diminta tidak 
memberitahukan terjadinya perkawinannya tersebut kepada khalayak ramai, kepada 
masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-‟ursy. Adapun perkawinan 
sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah perkawinan yang 
dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak 
dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau 
tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor 
Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.22 
Perkawinan sirri yaitu suatu bentuk pernikahan yang telah menjadi mode 
masa kini, timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam 
Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan 
                                                  
22  Devita, Irma, Akibat Hukum Dari Nikah Sirri, Online: http://irmadevita.com (Oktober 2019). 
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pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang 
birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh 
cara sendiri yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ilmu hukum cara 
seperti itu dikenal dengan istilah "Penyelundupan Hukum", yaitu suatu cara 
menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan 
peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat 
menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan 
suatu akibat hukum yang dikehendaki.23 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa perkawinan sirri 
adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di negara 
Indonesia. Memang, masalah nikah sirri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak 
yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengatahuan pihak berwenang 
tersebut. Biasanya, perkawinan sirri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau 
tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat 
saja. Perkawinan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, 
yaitu KUA. 
2. Macam-Macam Perkawinan Sirri 
Berikut adalah penjelasan macam-macam dari perkawinan sirri, yaitu: 
                                                  
23  Ramulyo, Moh. Idris, Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 240. 
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a. Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali. Pernikahan seperti ini jelas 
bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah sebagaimana 
menurut Imam Syafi’i. Sebab wali merupakan rukun sahnya perkawinan.24 
b. Perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan oleh petugas PPN yang ada 
dibawah wewenang KUA atau disebut juga perkawinan dibawah tangan. 
Perkawinan seperti ini menurut agama hukumnya sah akan tetapi dari segi 
hukum formal atau undang-undang bahwa perrnikahan tersebut tidak sah. Pada 
dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah 
agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa 
dirinya benar-benar telah melakukan perkawinan dengan orang lain. Sebab, 
salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar’i (bayyinah syar’iyyah) 
adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika perkawinan 
dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki 
sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) 
dihadapan majlis peradilan ketika ada sengketa yang berkaitan dengan 
pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak 
asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.25 
Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa pernikahan itu haruslah 
dicatat kepada lembaga pemerintah (KUA/Catatan Sipil) adalah sebagaimana 
firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282, yang artinya ”ai orang-orang 
yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
                                                  
24  Setiawan, Effi, Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar, Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 
2005, hlm. 36-42. 
25  Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya, Jakarta: Visimedia, 2007, hlm. 51. 
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ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di 
antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya)… ” 
c. Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya saksi. Sebagian besar ulama 
mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan, karena saksi merupakan syarat 
sah dalam perkawinan. Dengan demikian, akad perkawinan yang dilaksanakan 
tanpa saksi hukumnya adalah tidak sah. Saksi harus hadir ketika akad nikah, dan 
tidak cukup hanya dengan diberitakan saja. Menurut para ulama, perkawinan 
merupakan hal yang berbeda dengan jual beli. Tujuan dari jual beli adalah harta 
benda, sedangkan tujuan pernikahan adalah memperoleh kenikmatan dan 
keturunan. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan hati-hati dengan cara 
menghadirkan dua saksi. Berbeda dengan Imam Maliki, yang membolehkan 
nikah tanpa adanya saksi. 
d. Perkawinan yang dihadiri saksi dan wali akan tetapi tidak di I’lankan. 
kekhalayak (penyampaian berita kepada khlayak) atau disebut walimah 
Sebagian ulama berkata bahwa melaksanakan walimah di dalam perkawinan itu 
wajib hukumnya. Memberitakan perkawinan diangap merupakan esensi dari 
perintah adanya saksi. Dengan kata lain, adanya saksi bukan merupakan syarat 
sah perkawinan, melainkan hanya agar perkawinan tersebut diketahui oleh 
masyarakat. Apabila tujuan diketahui oleh khalayak tersebut telah terpenuhi, 
maka saksi tidak lagi diperlukan.26 
                                                  
26  Setiawan, Effi, Op Cit., hlm. 60. 
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3. Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan Sirri 
Dalam masalah ini, para ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama 
memandang perkawinan seperti ini sah, tetapi hukumnya dilarang. Hukumnya sah, 
resmi menurut agama, karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta 
adanya dua saksi sehingga unsur “kerahasiaannya” hilang. Sebab suatu perkara yang 
rahasia, jika telah dihadiri dua orang atau lebih, maka sudah bukan rahasia lagi. 
Adapun faktor-Faktor penyebab nikah sirri, antara lain:  
a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat. 
b. Sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum. 
c. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah.27 
Perkawinan sirri mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. 
Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
a. Dampak Positif 
1) Menghindari zina  
2) Apabila suami dan istri bekerja pada instansi yang melarang orang beristri 
bersuami maka nikah sirri adalah solusi alternatif. 
3) Mengurangi beban atau tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang 
punggung keluarganya. 
b. Dampak Negatif  
1) Secara Hukum 
a) Tidak ada Perlindungan hukum bagi wanita 
 
                                                  





b) Tidak ada kepastian hukum terhadap status anak 
c) Tidak ada kekuatan hukum bagi istri dan anak dalam harta waris.  
2) Secara Ekonomi  
a) Wanita yang diperistri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk 
menuntut besarnya ekonomi yang diperlukan. 
b) Terjadi kesewenangan dari pihak suami dalam memberikan nafkah 
c) Tingkat kesejahteraan kehidupan keluarga rendah 
d) Meningkatnya jumlah keluarga yang tidak memperoleh peluang untuk 
meningkatkan kesejahteraan keluarganya (kendala birokrasi) 
e) Memperbanyak jumlah keluarga miskin. 
3) Secara Sosiologis  
a) Terciptanya komunitas baru berupa masyarakat yang tidak mendapatkan 
jaminan hukum yang layak dan memadai. Ketika terjadi tindak 
kekerasan dalam rumah tangga, istri tidak bisa berbuat banyak, karena 
ia tidak memiliki kekuatan hukum legal formal. 
b) Meningkatnya jumlah keluarga yang kurang bertanggung jawab dalam 
membina rumah tangga. 
c) Munculnya patologi sosial, akibat rendahnya tingkat ekonomi 
masyarakat. 
d) Meningkatnya jumlah generasi muda yang kurang mendapatkan 
perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya (terutama dari pihak 
bapak), sehingga berdampak pada kehidupannya di masa mendatang. 
e) Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak memiliki peluang 
dalam memperoleh lapangan kerja (kendala birokrasi). 
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Meskipun perkawinan sirri sah secara agama, namun tidak sah dimata 
hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 
mensahkan pernikahan sirri, karena sebagai warga negara Indonesia yang baik 
sebaiknya mentaati perturan perundang-undangan yang berlaku. Karena orang yang 
melakukan perkawinan sirri, dalam pandangan perundang-undangan tetap 
disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah, bahkan jika lahir 
seorang anak, maka anak tersebut juga dihukumi anak sebagai anak diluar nikah.  
Pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan merupakan salah satu 
isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan ini 
sebagai bukti autentik seseorang telah melakukan pernikahan yang nantinya juga 
akan diwujudkan dalam bentuk akta nikah. Akibat dari perkawinan yang tidak 
dicatatkan adalah tidak sah di mata hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan dan 
kepastian hukum. Selanjutnya sebab hal tertentu yang dibenarkan perundang-
undangan perkawinan yang tidak dicatatkan, dapat diajukan permohonan penetapan 
perkawinan di Pengadilan Agama diwilayahnya dengan cara itsbat nikah. 
4. Perkawinan Sirri Dalam Prespektif Hukum Islam 
Hukum perkawinan sirri dalam Islam adalah sah sepanjang hal-hal yang 
menjadi dan rukun nikah terpenuhi, dimana rukun nikah dalam agama Islam adalah 
sebagai berikut:  
a. Adanya calon mempelai pria dan wanita 
b. Adanya wali dari calon mempelai wanita 
c. Adanya dua orang saksi dari kedua belah pihak 
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d. Adanya ijab; yaitu ucapan penyerahan mempelai wanita oleh wali kepada 
mempelai pria untuk dinikahi 
e. Qabul; yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh mempelai pria (jawaban dari 
ijab) 
Jika dalam pelaksanaan perkawinan sirri rukun nikah yang tertera di atas 
terpenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat agama Islam, 
hanya saja tidak tercatat dalam buku catatan sipil. Proses perkawinan sirri lainnya 
yang tidak memenuhi rukun-rukun di atas maka pernikahan tersebut tidak dianggap 
sah menurut syariat Islam, dalam hadits disebutkan: “Tidak ada nikah kecuali 
dengan adanya wali dan dua saksi yang adil”(HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i, 
dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa‟ no. 1839, 1858, 
1860 dan Shahihul Jami‟ no. 7556, 7557).28 
Perkawinan sirri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan: Pertama, 
perkawinan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) 
dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah 
pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka 
tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Kedua, perkawinan yang sah 
secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak 
faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan perkawinannya di lembaga 
pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar 
administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar 
aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. 
                                                  




Ketiga, perkawinan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. 
Misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur 
menganggap tabu perkawinan sirri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit 
yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. 
5. Perkawinan Sirri Menurut Prespektif Hukum Positif 
Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 menyebutkan, “Tiap-
tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
Sedang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Perkawinan, Pasal 3 disebutkan: 
a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan 
kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinannya 
dilangsungkan. 
b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari 
kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. 
c. Pengecualian dalam jangka tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan 
yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.29 
Hanya dengan alasan itu pemerintah melarang sesuatu yang sah menurut 
syariat Islam, sementara disisi lain pemerintah seakan lupa berapa persen dari anak 
Indonesia yang lahir dari hubungan zina dalam setiap tahunnya. Dengan kata lain, 
                                                  
29 Djubaidah, Neng, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum 
Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 347. 
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perutaran pemerintah yang melarang nikah sirri ini secara tidak langsung ikut 
berperan menyuburkan praktek zina di Indonesia.30 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa negara dengan tegas 
melarang adanya perkawinan sirri dan setiap upacara pernikahan harus 
memberitahukan kepada pegawai negara yang berwenang. Bahkan negara akan 
memberikan sanksi pidana kepada para pelaku nikah sirri dengan alasan 
perkawinan sirri telah menimbulkan banyak korban, yang mana anak yang lahir dari 
perkawinan sirri akan sulit mendapatkan surat lahir, kartu tanda penduduk, hak-hak 
hukum seperti hak waris, dan sebagainya. 
  
C. Tinjauan tentang Wali Nikah  
1 Pengertian Wali Nikah  
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi 
calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak 
sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya 
wali. Secara etimlogi, alwilayah (wali) berasal dari ungkapan wala' asy-syay' wa 
ala' alayhi wilayatan wa wilayatan yang berarti ‘menguasainya’. Ada juga yang 
mengatakan wala' fulanan wilayatan wa wilayatan yang artinya ‘membantu dan 
menolongnya’. Sedangkan alwalayatan ditafsirkan dengan pertolongan, sedangkan 
al wilayat ditafsirkan kekuasaan dan kekuatan.31  
 
                                                  
30  Abdullah, Abdul Ghani, Himpunan Perundang-Undangan Dan Peradilan Agama, Jakarta: 
Intermasa, 1991, hlm. 99. 
31 Yanggo, Huzaenah Tahido, Fiqih Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak 




Secara etimologis ‘wali’ mempunyai arti pelindung, penolong, atau 
penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain: 
a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus 
anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. 
b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan 
janji nikah dengan pengantin laki-laki). 
c. Orang saleh (suci) penyebar agama. 
d. Kepala pemerintah dan sebagainya.32 
Mencermati makna wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan 
konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu orang 
yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila 
wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak 
kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain. Makna demikian disebutkanlah 
bahwa wali bagi seorang wanita ialah yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk 
melakukan akad pernikahannya dan ia tidak membiarkannya diganggu oleh orang 
lain. Pengertian terminologis perwalian (wilayah) adalah kekuasaan secara syariat 
yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan tasharruf (aktivitas) dalam 
kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya.33  
Pemahaman lain tentang wali perwakilan dengan definisi suatu wewenang 
syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, 
karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai tersebut, demi kemaslahatan 
                                                  
32 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali 
Pers, 2009, hal. 89-90. 
33 Yanggo, Huzaenah Tahido, Op Cit., hal. 306-307. 
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sendiri.34 Semua pengertian ini mengacu kepada kodrat kemanusiaan di mana 
perempuan sangat membutuhkan kehadiran wali. Kewalian umum adalah mengenai 
orang banyak dalam suatu wilayah, sedang kewalian khusus ialah mengenai pribadi 
seseorang atau hartanya, dan dalam pembahasan yang dimaksud dengan wali ialah 
yang menyangkut pribadi dalam masalah perkawinan. Definisi wali ialah orang 
yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang 
berada di bawah perwaliannya menurut ketentuan syari’at.35 
Melihat beberapa ketentuan tentang pengertian wali di atas dapat kita 
ketahui bahwa wali yang dimaksud di sini adalah orang yang mengasuh orang yang 
berada di bawah perwaliannya dan dalam hal ini cenderung pada wali dalam suatu 
pernikahan. Wali adalah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah. 
Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak perempuan.36 
Berdasarkan uraian definisi wali di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
wali nikah secara umum adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan 
dengan pilihannya. Sementara yang disebut wali nasab adalah anggota keluarga 
laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah 
patrilinial dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab, ayah, kakek, saudara, 
laki-laki, paman dan seterusnya.  
2 Dasar Hukum Wali Nikah  
Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak dibicarakan  
dalam  berbagai  literatur.  Menurut  jumhur  ulama  keberadaan  wali  
                                                  
34 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Lentera Hati, 2000, hal. 345. 
35 Hanafi, Mashunah, Fiqh Praktis, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015, hlm. 138. 
36 Ibid., hlm. 138. 
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dalam  sebuah  pernikahan  didasarkan  pada  sejumlah  ayat Al-Quran dan Hadist. 
Ayat Al-Quran yang digunakan sebagai dalil adanya wali dalam pernikahan 
diantaranya adalah QS. Al-Baqarah: 232, yang artinya ”Apabila kamu mentalak 
isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) 
menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat 
kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf”.37 
Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma’qil Ibn 
Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. 
Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa 
iddahnya mereka berdua ingin kembali lagi, datanglah laki-laki itu bersama Umar 
bin Khattab untuk meminangnya. Ma’qil menjawab: Hai orang celaka, aku 
memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Demi 
Allah dia tidak akan ku kembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut, Al-
Baqarah 232. Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua 
orang itu. Setelah Ma’qil mendengar ayat itu, maka dia berkata: Aku dengar dan 
aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan engkau 
kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Abu Daud dan Turmudzi). 
Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita 
tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat 
menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma’qil Ibn Yasar 
tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudaranya itu andai kata  dia  
tidak  mempunyai  kekuasaan  itu, atau andaikata kekuasaan itu ada pada  
                                                  
37 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: Mizan 
Media Utama, 2010, hal. 38. 
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diri saudara wanitanya. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali 
sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya 
sendiri. 
Ayat lain yang dijadikan pedoman mengenai pentingnya seorang wali dalam 
pernikahan adalah QS. An-Nisa: 25, yang artinya ”Dan barangsiapa diantara kamu 
(orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita 
merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak 
yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebahagian kamu adalah dari 
sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka.”  
Sementara itu hadis Nabi tentang wali nikah yang dijadikan pedoman adalah 
dari Abu Musa, sesungguhnya Rosulullah Saw Bersabda: “Tidak sah nikah kecuali 
dengan wali.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibn Hiban dan Al-Hakim). 
Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. 
Sebagaimana tercantumkan dalam Pasal 19 menyebutkan bahwa wali nikah dalam 
perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita 
yang bertindak untuk menikahkannya.  
Setiap perkawinan harus memerlukan wali. Adanya wali merupakan salah 
satu rukun dan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, di samping zaujun (suami), 
zaujatun (istri), wali, dan syāhidāin (dua orang saksi). Wali bertanggung jawab 
menikahkan anak atau orang yang berada dalam perwaliannya dan berwenang 
mencarikan jodoh yang sesuai dengan ajaran agama.38 
                                                  
38 Syukur, Abdul Kadir, Wali Muhakkam Syari’at dan Realitas, Barito Kuala: Lembaga 
Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014, hlm. 13. 
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mensyaratkan 
perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) bahwa “Untuk 
melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Oleh karena itu wali nikah dalam 
pernikahan harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun setelah 
menikah. Janganlah rumah tangga yang baru itu tidak ada hubungan lagi dengan 
rumah tangga yang lama, lantaran anak menikah dengan laki-laki yang tidak 
disetujui oleh orang tuanya. 
3 Syarat Menjadi Wali Nikah  
Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, 
maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan dalil Al-Qur’an 
dan hadits sebagai dasar perwalian. Menurut Imam Syafi’i dan Hambali, 
perkawinan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan 
adil. Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali. Bagaimana akan 
menjadi wali sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu. 
Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa ”Yang 
bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum 
Islam yakni muslim, aqil dan baligh.” Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 6 ayat (3) dan (4), menjelaskan bahwa seorang wali harus masih 
hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah 
meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali 
orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan 
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kehendaknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah 
adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak 
dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik 
dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya). 
4 Urut-Urutan Menjadi Wali Nikah  
Seorang perempuan yang hendak menikah, wajib memperoleh persetujuan 
dan dinikahkan oleh walinya. Bahkan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, 
maka sebagai pengganti walinya ialah penguasa.39 Pada dasarnya wali nikah dibagi 
menjadi dua, yaitu: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang wali 
nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menikah. 
Sedang wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua 
mempelai perempuan menolak (adhal), tidak ada, karena sebab lain. 
Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, wali nasab ada empat kelompok, 
termuat dalam Pasal 21 ayat (1) yaitu: Wali nasab terdiri dari empat kelompok 
dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain 
sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, 
kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak 
ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau 
saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat 
paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-
laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki -
laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. 
                                                  
39 Thalib, M., Manajemen Keluarga Sakinah, Yogyakarta: Pro-U Media, 2008, hal. 97. 
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Pada urutan kedudukan kelompok wali tersebut, apabila di lihat maka dalam 
satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, 
maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan 
calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya 
maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung dari pada kerabat 
selain kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat 
kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat 
seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang 
lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Secara keseluruhan, urutan wali nasab 
adalah sebagai berikut: 
a. Ayah kandung. 
b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki. 
c. Saudara laki-laki sekandung. 
d. Saudara laki-laki seayah. 
e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 
f. Anak laki -laki saudara laki-laki seayah. 
g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 
h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah. 
i. Saudara laki-laki seayah kandung (paman). 
j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah) 
k. Anak laki -laki paman sekandung. 
l. Anak laki-laki paman seayah. 
m. Saudara laki-laki kakek sekandung. 
n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung. 
o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.40 
                                                  




Menurut madzhab Hanafi, urutan wali yang paling berhak untuk 
menikahkan ataupun mengahalangi pernikahan adalah sama seperti dalam madzhab 
Syafi’i. Namun ada perbedaan ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang 
disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada. Jika menurut madzhab Syafi’i, jika 
terjadi kondisi seperti diatas maka kewalianya pindak kepada wali hakim, namun 
menurut madzhab Hanafi, sebelum pindah ke wali hakim masih ada wali lain yaitu 
para kerabat terdekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah. Secara 
berurutan mereka adalah:  
a. Ibunya (yakni ibu dari perempuan yang akan menikah)  
b. Neneknya (ibu dari ayah, kemudian ibu dari ibu)  
c. Anak perempuanya  
d. Cucu (anak perempuan dari anak laki-laki)  
e. Cucu (anak perempuan dari anak perempuanya)  
f. Saudara perempuan seayah seibu  
g. Saudara perempuan seayah.  
h. Saudara perempuan seibu  
i. Kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuanya)  
j. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)  
k. Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu)  
l. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)  
Begitulah seterusnya, yang terdekat hubungan kekerabatanya. Baru setelah 
ketiadaan mereka semua, hak perwalian tersebut berpindah kepada hakim. Alasanya 
adalah bahwa mereka ini (para kerabat dari pihak ibu) juga sangat berkepentingan 
dalam mengupayakan kebahagian dan keharmonisan dalam kehidupan perkawinan 
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anggota keluarganya, disamping menjaga kehormatan keluarga secara keseluruhan, 
serta ikut merasa prihatin apabila salah seorang dari mereka menikah dengan laki-
laki yang tidak kufu. 
Apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada atau ada hal-hal lain yang 
menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali 
hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam: 
a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak 
ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya 
atau gaib atau adhal atau enggan. 
b. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak 
sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. 
Selanjutnya yang berhak menjadi wali hakim dalam hal ini KHI menjelaskan 
pada Pasal 1 huruf (b) bahwa “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh 
Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan 
kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. KHI memang tidak menyebutkan 
siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, 
namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan 
hal ini. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 menyebutkan: 
a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah 
ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai 
wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini. 
b. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, 
maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya diberi 
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kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai 
Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya. 
5 Wali Muhakkam  
Muhakkam adalah seorang laki-laki bukan keluarga dari perempuan tadi dan 
bukan pula dari pihak penguasa tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang 
baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Dalam hal ini sama sekali tidak 
dapat dicari wali dari pihak pemerintah, untuk lancar sempurnanya perkawinan, 
seyogyanya dipilih orang lain untuk menjadi wali dalam arti wali muhakkam ini bagi 
golongan yang mensyaratkan adanya wali nikah.41 
Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan 
oleh wali hakim, padahal di sini wali hakimnya tidak ada maka pernikahanya 
dilaksanakan oleh wali muhakkam. Ini artinya bahwa kebolehan wali muhakkam 
tersebut harus terlebih dahulu di penuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan 
wali hakim kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya 
melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut. 
Kata muhakkam diambil dari bahasa Arab yang asal katanya hakama 
yahkumu hukman wahukumatan, yang artinya memegang perintah, mengepalai, 
menghukumkan, menjatuhkan hukum. Mahkamatun artinya tempat berhakim. 
Menurut kaidah ilmu tashrif, kata hakama adalah timbangan (wazan) fā’ala yang 
diubah menjadi wajan fā’ala, sehingga kata hakama berubah menjadi 
                                                  
41 Hanafi, Mashunah, Op Cit., hlm. 141. 
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hakkamayuhakkimu-tahkiman. Kata tahkim dalam bahasa Indonesia yang berarti 
mengangkat hakim, menjadikan hakim.42 
Wali muhakkam dalam perkawinan diterangkan, yang dimaksud dengan 
wali muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk 
bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang 
seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali 
hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah 
kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang 
hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.43 
Dari keterangan di atas jelaslah bahwa jika pernikahan tidak dapat 
menghadirkan wali nasab, dan tidak pula dapat dilakukan dengan wali hakim, 
karena wali hakimnya tidak ada dimana pernikahan itu dilaksanakan, maka dalam 
keadaan demikian, pernikahan boleh dengan menggunakan wali muhakkam. 
Sebagaimana disebutkan terdahulu, wali muhakkam ialah seseorang yang diangkat 
oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. 
Keadaan yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali muhakkam 
diterangkan sebagai berikut: Qurthubi berkata: jika perempuan yang tinggal di 
tempat yang tak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka 
penyelesaiannya dapat, ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk 
mengakadkannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali. 
                                                  
42 Syukur, Abdul Kadir, Op Cit., hlm. 40. 
43 Ibid., hlm. 41. 
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Karena setiap orang tentu p erlu kawin, tetapi dalam melaksanakannya hendaklah 
sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan.44 
Syafi’i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan 
yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk 
menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang 
mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya 
dengan hakim itu sendiri.45 
Al-Imam Taqiyuddin al-Hushaini al-Dimasyqi mengatakan, Yunus bin Al 
Imam Al Husaini meriwayatkan dari Syafi’i bahwa jika dalam suatu masyarakat ada 
seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia 
menguasakan/mewakilkan perkaranya kepada seorang laki-laki, termasuk dalam hal 
pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan 
dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim.46 
Imam al-Nawawi mengatakan, menurut al-Mawardi jika seorang wanita 
tidak punya wali sama sekali, maka ia memiliki tiga pilihan. Pertama, ia tidak 
menikah. Kedua, ia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat. Ketiga, 
ia bisa menguasakan/menyerahkan urusannya kepada seseorang, kemudian orang 
itulah yang menikahkannya.47 
Al-Syasyi mengatakan, bahwa dalam masalah seorang wanita tidak 
mempunyai wali sama sekali, ia boleh menguasakan kepada seorang ulama fikih 
yang ahli ijtihad. Pelimpahan kekuasaan seperti itu hukumnya sah, sehingga 
                                                  
44 Ibid., hlm. 41. 
45 Sabiq, Sayid, Fikih Sunnah 7, Terj. Kahar Masyhur, Jakarta: Kalam Mulia, 1990, hlm. 25. 
46 Syukur, Abdul Kadir, Op Cit., hlm. 42. 
47 Ibid., hlm. 43. 
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pernikahannya pun boleh. Tetapi dengan syarat pihak yang dilimpahi kekuasaan 
tersebut harus orang yang memang patut untuk memberikan keputusan, dan ini 
cukup sulit untuk ditemukan di zaman sekarang. Menurut pendapat yang kita pilih, 
pernikahannya sah apabila ia menyerahkan urusannya kepada orang yang adil 
(terjaga kehormatan dan dirinya), walaupun tidak sampai sebagai mujtahid. Itulah 
pendapat yang dikutip oleh Yunus bin Abdul A’la, seorang ulama yang jujur.48 
Usman Abdullah al-Husaini dalam al-Qāwānin al-Syār’iyyāh menyatakan 
masalah nikah dengan wali muhakkam ini, yang kutipan aslinya berbahasa Arab 
Melayu, sebagai berikut: Adapun jikalau tiada sekali-kali ada wali atau gaib dua 
marhalah yaitu Sembilan puluh pal atau dibawa tiada baulihi orang bertemu padanya 
atau wali itu adhal yakni enggan daripada menikahkan atau bersembunyi maka 
suatu daripada lima hal ini maka jikalau ada qadhi syar’i maka ialah yang 
menikahkan. Adapun jikalau tiada qadhi maka bertahkim daripadanya. Tetapi wajib 
diperiksa lebih dahulu akan walinya adanya sama tiadanya. Dan dekatnya sama 
jauhnya, hadirnya sama ghaibnya. Maka jikalau sudah sungguh-sungguh tiada 
walinya atau ghaibnya dua marhalah yaitu Sembilan puluh pal dan tiada qadhi 
syar’i, maka itu waktulah bertahkim.49 
Jadi wali muhakkam dalam pernikahan dibolehkan apabila seorang 
perempuan tidak memiliki wali sama sekali, walinya ghaib dalam jarak dua 
marhalah dan di daerah setempat tidak ada qadhi syar’i (hakim). Hal itu dilakukan 
setelah lebih dahulu diadakan penelitian secara seksama tentang keberadaan wali 
                                                  
48 Ibid., hlm. 43. 
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nasabnya. Selanjutnya mengenai tata cara bertahkim, pengarang al-Qāwānin 
alSyār’iyyāh ini mengatakan: 
Bermula syarat muhakkam yaitu orang yang menikahkan dibuat wali tahkim 
menikahkan maka adalah syaratnya itu bahwa ia adil. Tetapi sekiranya di dalam 
suatu tempat yang tiada bauulihi dapat adil maka yang sedikit fasiqnya. Dan wajib 
pula atas muhakkam itu bahwa ia menyatakan maksudnya. Sebagai lagi tiada 
syaratnya bahwasanya muhakkam itu mengetahui akan sekalian hukum syar’i maka 
hanya yang wajib atasnya itulah mengetahui hukum yang ia lagi memperkarakannya 
juwa.50 
Dari keterangan ini diketahui bahwa wali hakim dalam pernikahan boleh 
dilakukan jika wali adhal, wali ghaib dua marhalah. Jika dalam keadaan demikian 
wali hakim tidak ada maka boleh menikah dengan menggunakan wali muhakkam. 
Syarat wali muhakkam di sini ialah adil, atau yang sedikit fasiqnya, serta mengetahui 
hukum-hukum syara, khususnya yang berkaitan dengan perkara pernikahan yang 
sedang ia lakukan. Jadi tidak harus ia mengetahui semua hukum syara. 
 
 
                                                  
50 Ibid., hlm. 45. 
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BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Tinjauan Yuridis Keabsahan Perkawinan Sirri dengan Wali Muhakkam pada 
Putusan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs 
Fenomena kawin sirri di Indonesia saat ini masih terbilang banyak, baik 
yang ada di perkotaan maupun di pedesaan, baik yang dilakukan oleh kalangan 
masyarakat ekonomi bawah, menengah dan bahkan ke atas, dari masyarakat biasa, 
para pejabat, ataupun para artis, dengan istilah populernya sering disebut sebagai 
isteri-simpanan. Ada begitu banyak faktor yang mendorong masyarakat Indonesia 
untuk melakukan kawin sirri atau kawin di bawah tangan, baik dengan sesama 
Indonesia ataupun dengan orang asing. Kebanyakan orang meyakini bahwa 
pernikahan sirri dipandang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi 
rukun dan syarat perkawinan, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara 
resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah 
memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan diluar 
pengadilan.51 
Seperti halnya pada kasus Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs, Pemohon I telah 
melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam (Sirri) di Desa Gebang, 
Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan Pemohon II 
pada, tanggal 18 November 2001, jam 16.00 Wib. Alasan pernikahan tersebut tidak 
dicatatkan yaitu pada saat Pemohon I menikah Secara Sirri dengan Pemohon II, 
                                                  
51 Burhanuddin, Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri, Yogyakarta: 
MedPress Digital, 2012. hlm. 18. 
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Pemohon I pada saat itu masih beristri, Pemohon I dengan istri hubungannya sudah 
tidak harmonis, jadi Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan Pernikahan Sirri, 
dan atas dasar tersebut maka kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II 
mengarahkan agar cepat terlaksa pernikahanya. Pemohon I dengan pemohon II pada 
saat itu hanya menikah secara hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak terdaftar 
di Kantor Urusan Agama kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. 
Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang 
berlaku di negara Indonesia, yaitu perkawinan sah menurut hukum agama (Islam) 
namun tidak mendapat kekuatan hukum resmi negara atau tidak diakui negara. 
Sampai saat ini tidak ada data yang akurat yang menunjukkan besarnya angka 
pelaku nikah sirri di Indonesia. Hal ini dikarenakan para pelaku nikah sirri 
melaksanakan perkawinan memang tidak untuk diketahui oleh banyak orang. 
Perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia atau ditutup-tutupi sangat rawan 
munculnya banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dan 
bermasyarakat, walhasil kemudharatan jauh lebih tampak daripada kemaslahatan.  
Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada 
ayat (2) disebutkan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan 
yang berlaku. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 menyebutkan bahwa: 
1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan 




2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari 
kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. 
3. Pengecualiaan dalam jangka tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan 
yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.  
Penjelasan tentang pasal-pasal tersebut berkaitan dengan pencatatan 
perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak didapatkan satu pun 
klausul yang menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan atau 
perkawinan sah apabila dicatatkan. Dengan tegas pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan 
sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh 
pencatatan perkawinan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara 
hukum agama masing-masing. 
Menurut pakar hukum, Profersor Bagir Manan (mantan Ketua MA) 
menyimpulkan bahwa, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja 
untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu 
sendiri. Menurut Machfud MD berpendapat bahwa perkawinan yang tidak 
dicatatkan tidaklah melanggar konstitusi, karena dijalankan sesuai akidah agama 
yang dilindungi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. 
Yurisprudensi tidak tetap Mahkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung 
RI Nomor 1776 K/PDT/2007 menyatakan bahwa Pernikahan Tjia Mie Joeng 
dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada 
pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum. Perkara ini telah diputus pada 
tanggal 28 Juli 2008 oleh Tim Yudisial F yang beranggotakan M. Hatta Ali, Andar 
Purba, SH., dan Harifin A Tumpa, SH. MH. 
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Meskipun terdapat perbedaan pendapat ahli tentang kedudukan kawin di 
bawah tangan di Negara Republik Indonesia, namun kita harus kembali kepada asas 
dan tujuan hukum ditegakkan. Tujuan hukum ditegakkan adalah untuk melindungi 
hak masyarakat, memberi kepastian hukum, menciptakan ketertiban dan memenuhi 
rasa keadilan. Apabila kita kaitkan tujuan hukum dengan perkawinan, sebagaimana 
dijelaskan di atas, tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah menciptakan 
ketentraman, demikian juga dengan hukum perkawinan Indonesia yang bertujuan 
melindungi hak masyarakat Indonesia. Ada saling berkaitan sangat erat antara kedua 
sistem hukum yang berbeda, namun pada hakikatnya tujuannya tetaplah sama. 
Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan 
agama yang dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat 
Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama 
RI, dan bagi non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil. Tujuan pencatatan perkawinan 
adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami 
ataupun isteri) sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya ikatan 
perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, hak asuh anak, nafkah, dan 
sebagainya. Apabila perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dilakukan 
sah secara agama namun tidak dicatatkan di KUA atau di Kantor Catatan Sipil, maka 
akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, baik isteri dan suami, maupun 
anak yang lahir dari pernikahan tersebut, walhasil mudharat lebih besar daripada 
manfaat. 
Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada 
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perkara Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs, Pemohon I telah melangsungkan 
pernikahan secara Hukum Islam (Sirri) di Desa Gebang, Kecamatan Gebang, 
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan Pemohon II pada, tanggal 18 
November 2001, jam 16.00 Wib. Karena Pemohon I dengan pemohon II pada saat 
itu hanya menikah secara hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak terdaftar di 
Kantor Urusan Agama kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, maka terkait 
keabsahan perkawinan sirri dengan wali muhakkam perlu dibuktikan dengan bukti-
bukti surat dan keterangan saksi yang merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar 
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh 
Pemohon untuk memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 
HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 
diterima sebagai alat bukti. 
Berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 diperoleh keterangan yang saling 
berkaitan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan 
perkawinan pada tanggal 18 November 2001, jam 16.00 Wib di Desa Gebang, 
Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon di rumah Ust. H. Umar sebagai wali nikah, 
karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan tidak adak wali nasab 
lainnya lagi dan yang menjadi saksi nikah Wasrun bin Marto adik kandung saksi 
sekarang sudah meninggal dunia (Alm), saat itu berumur 30 tahun, dan Yasin 
sekarang sudah meninggal dunia (Alm), saat itu berumur 60 Tahun, mas kawin 
berupa uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh Ribu Rupiah) dan dibayar tunai 
serta Bahwa status Pemohon I pada saat menikah duda cerai, sedangkan Pemohon 
II masih gadis (belum pernah bersuami). Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 
dilaksanakan secara agama Islam dan sederhana, antara Para Pemohon tidak ada 
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hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan. Berdasarkan hal-hal tersebut 
di atas, terbukti fakta:  
1. Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 
November 2001, jam 16.00 Wib di Desa Gebang, Kecamatan Gebang, 
Kabupaten Cirebon di rumah Ust. H. Umar sebagai wali nikah, karena ayah 
kandung Pemohon II sudah meninggal dan tidak adak wali nasab lainnya lagi 
dan yang menjadi saksi nikah Wasrun bin Marto adik kandung saksi sekarang 
sudah meninggal dunia (Alm), dan Yasin sekarang sudah meninggal dunia 
(Alm), mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh Ribu 
Rupiah) dan dibayar tunai.  
2. Status Pemohon I pada saat menikah masih beristeri, sedangkan Pemohon II 
masih gadis (belum pernah bersuami). 
3. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dan 
sederhana.  
4. Antara Para Pemohon Tidak ada hubungan saudara sedarah maupun saudara 
sesusuan.  
5. Para Pemohon setelah menikah dan selama berumah-tangga sudah dikaruniai 3 
(tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. XXXXXX (perempuan), tempat 
tanggal lahir Brebes, 22 September 2002 umur 17 (tujuh belas) tahun, 2. 
XXXXXX(perempuan), tempat tanggal lahir Brebes, 03 November 2007 umur 
11 (sebelas) tahun dan 3. XXXXXX (perempuan), tempat tanggal lahir Brebes, 
14 Februari 2009 umur 10 (sepuluh) tahun.  
6. Selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai.  
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7. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara agama 
Islam, yaitu ada kedua calon mempelai, ada wali nikah wali muhakkam, ada 2 
orang saksi dan ada mahar (mas kawin). 
Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti, pernikahan Pemohon I dan 
Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dalam agama Islam dan 
terpenuhi syarat-syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tidak ada 
melanggar larangan-larang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 
9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah 
terpenuhinya rukun-rukun pernikahan sebagai diatur dalam Pasal 14 kompilasi 
Hukum Islam di Indonesia. 
Meskipun demikian wali nikah yang menikahkan Pemohon II kepada 
Pemohon I adalah wali muhakkam bernama Ust. H. Umar, seorang tokoh agama 
Islam dari Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, karena ayah 
kandung Pemohon II sudah meninggal dan tidak adak wali nasab lainnya lagi. Wali 
nikah muhakkam tersebut tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, karena 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) hanya mengatur 
wali nasab dan wali hakim. Maka oleh karena itu majelis Hakim akan 
mempertimbangkan, apakah bagi Pemohon II yang tidak mempunyai wali nikah 
yang memenuhi syarat tersebut boleh dan sah menikah dengan wali muhakkan 
ataukah tidak? Tentang Wali Muhakkam bagi seorang wanita yang tidak 
mempunyai wali nikah atau wali nikahnya tidak memenuhi syarat, maka Majelis 
Hakim akan mengemukakan pendapat para Ulama sebagai berikut: 
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Pertama, pendapat Imam Syafi’i dalam Kitab Fiqh al-Sunnah, berpendapat 
bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, 
lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka 
hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim. Dan 
orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.52 
Kedua, pendapat Al-Imam Taqiyuddin al-Hushaini al-Dimasyqi dalam 
Kitab Tuhfah al‘Urusy wa bi Hajah al-Nufus. Al-Imam Taqiyuddin al-Hushaini al-
Dimasyqi mengatakan, Yunus bin Al Imam Al Husaini meriwayatkan dari Syafi’i 
bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali 
sama sekali, lalu ia menguasakan atau mewakilkan perkaranya kepada seorang laki-
laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu termasuk 
pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti 
hakim.53  
Ketiga, pendapat Al-Imam Al-Nawawi dalam Kitab Tuhfah al‘Urusy wa bi 
Hajah al-Nufus, disebutkan Imam al-Nawawi mengatakan, menurut alMawardi jika 
seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia memiliki tiga pilihan. 
pertama, ia tidak menikah. kedua, ia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan 
darurat. ketiga, ia bisa menguasakan/menyerahkan urusanya kepada seseorang, 
kemudian orang itulah yang menikahkannya.54 
Berdasarkan pendapat para Ulama di atas, menurut penulis sudah benar 
Majelis Hakim menyatakan pernikahan sirri dengan wali muhakkam antara 
                                                  
52 Sabiq, Sayyid, Kitab Fiqh al-Sunnah, Jilid II, Beirut: Dar alFikr, 1403 H, hlm. 27. 
53 Al-Syuwaisyi, Syaikh Muhammad Hafizh Ali, Kitab Tuhfah al‘Urusy wa bi Hajah al-Nufus, 
Alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq, Kado Pernikahan, Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2005, hlm. 51-52. 
54 Ibid., hlm. 51-52. 
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Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2001 
dinyatakan sah, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan 
demikian wali nikah yang menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I adalah wali 
muhakkam bernama Ust. H. Umar, seorang tokoh agama Islam dari Desa Gebang, 
Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, karena ayah kandung Pemohon II sudah 
meninggal dan tidak ada wali nasab lainnya lagi diperbolehkan menurut pendapat 
para ulama.  
B. Kedudukan Anak dalam Perkawinan Sirri dengan Wali Muhakkam pada 
Putusan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs 
Nikah sirri yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam 
perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat 
menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama 
istri dan anak-anaknya. Ali Uraidy mengungkapkan akibat-akibat hukum dari 
perkawinan sirri diantaranya: 
1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan 
tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri 
tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum. 
2. Akad perkawinan yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara 
hukum dan suami istri yang melaksanakan akad perkawinan sirri tidak dapat 
membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum 
Islam maupun Negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, 
sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja 
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hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan 
adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah sirri tidak mungkin 
menghadirkan saksi tersebut. 
3. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan 
berumah tangga tidak dapat dilindungi. 
4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait 
dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), 
Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya 
memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. 
Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah 
yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk 
membuat akte kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan 
buku nikah. 
5. Akad perkawinan sirri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya 
suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya bahkan memperlakukan 
istrinya dengan kekerasan. 
6. Akad perkawinan sirri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran 
agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat 
digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di 
hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka 
akad perkawinan seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat 
membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan 
perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi 
dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung 
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akan terualang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri 
melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut 
terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan. 
7. Akad perkawinan sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis 
istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih 
ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga 
pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah 
satunya adalah akte kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah 
buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika 
melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah 
tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum 
untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami 
istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki. 
8. Akad perkawinan sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. 
Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya 
rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun 
tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak 
nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia 
sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya 
mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di 
rumah. 
9. Akad perkawinan sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. 
Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang 
dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat 
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dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak 
hasil hubungan yang tidak sah. 
10. Akad perkawinan sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. 
Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun 
tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan 
juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan 
kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri 
akibat akad perkawinan sirri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk 
menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau 
sebagai istri yang kedua dan seterusnya.55 
Berdasarkan hasil analisis penulis diketahui bahwa akibat perkawinan sirri 
pada perkara Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs telah dikaruniai 3 orang anak yang 
bernama: XXXXXX (perempuan), tempat tanggal lahir Brebes, 22 September 2002 
umur 17 (tujuh belas) tahun, XXXXXX (perempuan), tempat tanggal lahir Brebes, 
03 November 2007 umur 11 (sebelas) tahun, dan XXXXXX (perempuan), tempat 
tanggal lahir Brebes, 14 Februari 2009 umur 10 (sepuluh) tahun, anak tersebut lahir 
pada saat Pernikahan Sirri secara hukum Islam. Karena Pemohon I dengan pemohon 
II pada saat itu hanya menikah secara hukum Islam (sirri) dan perkawinan tersebut 
tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes 
sehingga anak tidak masuk ke tunjangnan pensiunan dari Pemohon I. 
Uraian di atas merupakan salah satu akibat dari akad perkawinan sirri, 
walaupun akad perkawinan sirri dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan 
                                                  
55 Uraidy, Ali, “Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari UndangUndang No. 1 
Tahun 1974”, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, November 2012, hlm. 990. 
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terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad perkawinan sirri, 
lebih besar kemudaratannya daripada kemaslahatannya. Penyelesaian permasalahan 
yang ditimbulkan akibat perkawinan sirri dapat diselesaikan dengan diajukan 
permohonan penetapan perkawinan (Isbat Nikah) di Pengadilan Agama. 
Oleh karena Pemohon I dengan pemohon II pada saat itu hanya menikah 
secara hukum Islam (sirri) dan perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan 
Agama kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, pada tanggal 22 Juni 2009 
Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan lagi di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, sesuai dengan kutipan akta nikah 
Nomor: 608/159/VI/2009tanggal 25 Juni 2009. Anak tersebut dilahirkan pada saat 
pernikahan secara hukum Islam (sirri) di XXXX, Kabupaten Brebes adalah benar 
anak dari Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II yakin 
ke 3 anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dengan 
Pemohon II memohon agar ke 3 anak tersebut masuk ke tunjangnan pensiunan dari 
Pemohon I. 
Berdasarkan pendapat para Ulama yang telah diuraikan di depan 
persidangan, oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat majelis dalam 
perkara ini, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 
tanggal 18 November 2001dinyatakan sah, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam 
di Indonesia. Atas dasar telah ditetapkannya bahwa pernikahan Pemohon I dan 
Pemohon II telah dinyatakan sah, maka terbukti 3 (tiga) orang anak yang nama-
namanya telah disebutkan di atas yang lahir setelah pernikahan Pemohin I dan 
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Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2001 adalah anak sah 
Pemohon I dan Pemohon II. 
Berdasarkan analisis penulis maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan 
sirri apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang 
tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak 
adanya akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti otentik 
tentang pernikahannya. Hal ini berarti perempuan dan anak sebagai akibat dari 
perkawinannya tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan 
banyak masalah bagi dirinya. Penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan akibat 
nikah sirri dapat diselesaikan dengan diajukan permohonan penetapan perkawinan 
(Isbat Nikah) di Pengadilan Agama atau dengan mengajukan permohonan 
penetapan dalam perkara Asal Usul Anak serperti pada perkara perkara Nomor 





A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 
1. Pernikahan sirri dengan wali muhakkam antara Pemohon I dan Pemohon II yang 
dilaksanakan pada tanggal 18 November 2001 dinyatakan sah. Berdasarkan 
Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf 
(e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian wali nikah yang 
menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I adalah wali muhakkam bernama 
Ust. H. Umar, seorang tokoh agama Islam dari Desa Gebang, Kecamatan 
Gebang, Kabupaten Cirebon, karena ayah kandung Pemohon II sudah 
meninggal dan tidak ada wali nasab lainnya lagi diperbolehkan menurut 
pendapat para ulama. 
2. Kedudukan anak dalam perkawinan sirri dengan wali Muhakkam pada putusan 
nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs adalah anak sah. Perkawinan sirri apabila dilihat 
dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai 
perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat 
Nikah, sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta 
pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti otentik tentang 
pernikahannya. Hal ini berarti perempuan dan anak sebagai akibat dari 
perkawinannya tidak memiliki perlindungan hukum yang dapat menimbulkan 
banyak masalah. Penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan akibat 
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perkawinan sirri dapat diselesaikan dengan diajukan permohonan penetapan 
perkawinan (Isbat Nikah) di Pengadilan Agama atau dengan mengajukan 
permohonan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak serperti pada perkara 
perkara Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs terkait dengan kedudukan anak. 
B. Saran  
Mencermati simpulan tersebut di atas, maka penulis menyampaikan saran-
saran sebagai berikut: 
1. Perlu adanya ketegasan dan kejelasan dalam peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai sanksi pelaku perkawinan yang merugikan, agar dapat 
menimbulkan efek jera dan agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam 
melaksanakan perkawinan sirri. Hal ini mengingat maraknya fenomena 
perkawinan sirri di Indonesia yang menunjukkan bahwa aturan atau regulasi 
yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia masih terdapat kelemahan 
dalam hal penegasan bagi pelaku perkawinan sirri yang memanfaatkan alasan 
agama namun tidak dapat bertanggung jawab secara penuh sebagai konsekuensi 
ikatan suci yang telah diikrarkan.  
2. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan 
perkawinan dan kesadaran hukum tentang perkawinan perlu ditingkatkan lagi, 
dengan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya kawin 
tidak dicatat atau kawin sirri, dan adanya edukasi yang tersistem secara baik 
tentang pentingnya membangun keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah dan 
memiliki legalitas yang kuat. 
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